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Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, berkedudukan di Jalan Palabuan 
No.8, Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat 
41211. 

Selanjutnya disebut sebagai. .................................................................... TERMOHON; 

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal 
Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Subang, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1862 Tahun 2024 
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 
2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.31 WIB. 
(Bukti P-1) 

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang­

Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang­

Undang, sebagaimana te/ah diputus o/eh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan

Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus

dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil

Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitus/'.

2. Bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas

hukum dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip

yang merusak sendi-sendi demokrasi. Hal ini sesuai dengan pendirian

Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan

prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah

Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses

berdasarkan pada keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan norma Pasal 22E

ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran Pemilihan

yang lebih materiil, jujur dan adil yang dikehendaki bukan sekadar sikap patuh

pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak
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2024, tanggal 23 September 2024, yang menetapkan Pemohon sebagai 

peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang dengan Nomor Urut 1; 

(Bukti P- 3) 

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pemohon telah memenuhi ketentuan

Pasal 4 huruf b PMK 3/2024 untuk menjadi pemohon dalam perkara

perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa selain dari pada itu, dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), ditentukan bahwa Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan

suara dengan ketentuan:

Perbedaan Perolehan Suara 

No Jumlah Penduduk 
Berdasarkan Penetapan Perolehan 

Suara Hasil Pemilihan oleh 
KPU/KIP Kabupaten/Kota 

1. $ 250.000 2% 

2. > 250.000 - 500.000 1,5% 

3. > 500.000 - 1.000.000 1% 

4. > 1.000.000 0,5% 

6. Bahwa Kabupaten Subang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 1.000.000

jiwa (data BPS Kabupaten Subang: 1.546.000 jiwa), sehingga merujuk

ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, pengajuan perselisihan

perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5%

dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;

7. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara ta hap akhir pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Subang yang ditetapkan oleh Termohon dalam dokumen Berita

Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap

kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, total suara

sah hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang sebanyak 803.744 suara

(Bukti P - 4) dengan perincian perolehan suara dari tiap-tiap pasangan calon

sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1862

7 






















































































